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Jakarta (21/01) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar Sidang Majelis 
Komisi Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara Nomor 18/KPPU-L/2024 tentang Dugaan 
Pelanggaran terkait Penjualan Truk Merek SANY, hari ini Selasa, 21 Januari 2025 di Kantor 
KPPU Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Moh. Noor Rofieq serta M. Fanshurullah 
Asa dan Rhido Jusmadi sebagai Anggota Majelis. Sidang perdana ini beragendakan 
pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator Penuntutan KPPU serta 
Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen 
Pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Dalam LDP-nya, Investigator menduga telah 
terjadi pelanggaran integrasi vertikal dan penguasaan pasar dalam penjualan truk merek 
SANY yang dilakukan oleh beberapa Terlapor dari Sany Group. 
 

Perkara yang bersumber dari laporan publik tersebut melibatkan 4 (empat) Terlapor, 
yakni Sany International Development, Ltd. (Terlapor I), PT Sany Indonesia Machinery 
(Terlapor II), PT Sany Heavy Industry Indonesia (Terlapor III), dan PT Sany Indonesia Heavy 
Equipment (Terlapor IV). Diduga Terlapor I bersama Terlapor lainnya mengeluarkan kebijakan 
bahwa pembelian atas truk merek SANY berikut suku cadangnya harus dilakukan melalui 
perwakilan Sany International Development, Ltd yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, Terlapor 
I juga menghentikan pasokan truk merek SANY beserta suku cadangnya kepada PT Pusaka 
Bumi Transportasi (PBT) di tahun 2023. Sebelumnya, PT PBT telah ditunjuk oleh Sany Group 
sebagai dealer non–eksklusif truk merek SANY. Akibatnya PT PBT tersingkir dari pasar 
penjualan dan tidak dapat melayani konsumen serta kehilangan kesempatan untuk 
meneruskan dan/atau mendapatkan pemasukan dari penjualan produk SANY.  
 

Berdasarkan hal tersebut, Investigator menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan integrasi vertikal dan Pasal 19 Huruf 
a, b, c,dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan penguasaan pasar 
oleh para Terlapor.  

 
Setelah mendengarkan paparan LDP oleh Investigator dan pemeriksaan Kelengkapan 

dan Kesesuaian Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen pendukung Laporan Dugaan 
Pelanggaran, Majelis Komisi memberikan kesempatan bagi Telapor untuk menyampaikan 
tanggapan pada sidang berikutnya pada tanggal 3 Februari 2025 dengan Agenda Tanggapan 
Terlapor Terhadap LDP dan Pemeriksaan Alat Bukti/Dokumen. 
  
 

### 
 



Keterangan Pasal: 
 
Pasal 14 
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk 
menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan 
atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau 
proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. 
 
Pasal 15 
1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat 

persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok 
atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan 
atau pada tempat tertentu. 

2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan 
bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli 
barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. 

3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu 
atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang 
menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: 
a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau 
b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha 

lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. 
 
 
Informasi bagi Jurnalis:  
 
1. Siaran pers ini dipublikasikan pada 21 Januari 2025 oleh Deswin Nur, Kepala Biro 

Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU. Pertanyaan 
terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id 
atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.  
 

2. Untuk memantau perkembangan lanjutan atas perkara ini, informasi jadwal sidang dapat 
diketahui melalui tautan https://kppu.go.id/jadwalsidang/.  
 

3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman 
https://kppu.go.id/siaran-pers/. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial 
KPPU di X (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu_ri) dan 
Threads (@kppu_ri). Terima kasih.  
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